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ABSTRAK
Muhaimin 2020. “Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Dan
Presiden Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019”. Skripsi.
Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I  : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M,H
Pembimbing Il : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan sarana
mewujudkan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Penyelengaraan pemilihan Legislatif dan Presiden tahun 2019 berlangsung, juga
banyak masalah yang terjadi baik itu masalah surat suara yang sudah dicoblos
duluan, isu hoax, isu sara, e-KTP dan dan pratik politik uang (Money Politic) dan
ini terjadi dibeberapa daerah yaitu di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui upaya masyarakat
memberikan hak pilih pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun
2019. 2) Untuk mengetahui kendala pemilih dalam memberikan jaminan dalam
memilih yang baik dan benar pada pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden di
tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan
pendekatan empiris. Teknil penentuan subjek penelitian, dalam penelitian ini
adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data mengunakan metode
observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian bahwa, sistem penyelenggaraan pemilihan umum
Legislatif dan Presiden di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2019, sudah
optimal, hal tersebut dilihat dari pada kerja sama antara panitia pemilihan
Kecamatan Dan Panitia pengawas Pemilu kecamatan. Kemudian terlihat juga
kesadaran Masyarakat pada menentukan hak pilih sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kata Kunci: Sistem, Penyelenggaraan, Pemilu, Legislatif, dan Presiden
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Muhaimin 2020. Legislative and Presidential Eléction Implementation System in
Sanggar Subdistrict, Bima Regency in 2019. Thesis. Mataram. Muhammadiyah
University of Mataram.

First Consultant : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M,H
Second Consultant: Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

Greneral elections are a means of realizing the sovereignty of the Republic
of Indonesia's people, as mandated by the 1945 Constitution of the Unitary State
of the Republic of Indonesia. The objectives of this study are 1) to determine the
community’s efforts to give voting rights in the 2019 legislative and presidential
elections, 2) to determine the obstacles of voters in providing guarantees in
choosing the right one in 2019. The research method used was qualitative
research with an empirical approach. The technique of determining the research
subject used purposive sampling. The method of data collection was used
observation, interviews, and documentation. Data analysis fechnique used
reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of this study
indicated that the implementation system for the legislative and presidential
elections in Sanggar Subdistrict, Bima Regency, was optimal in 2019. This can be
seen from the cooperation between the district selection committee: district
election supervisory committee and public awareness on determining the right to
vote by statutory regulations.

Keywords: System, Implementation, Legislative and President FElection.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan sarana
mewujudkan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Ditengah, masyarakat istilah pemilu sering merujuk kepada pemilihan Legislatif
dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan lima tahun sekali. Di
Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum ialah undang-
Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E tentang
Pemilihan Umum. Dan diperjelas didalamn Undang-Undang yang menagtur
tentang dan yang terakhir diubah dan sekarang digunakan serta yang menjadi ialah
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pemilu diselenggarakan
dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang
demokratis.

Didalam penyelengaraan pemilihan Legislatif dan Presiden tahun 2019
berlangsung, juga banyak masalah yang terjadi baik itu masalah surat suara yang
sudah dicoblos duluan, isu hoax, isu sara, e-KTP dan dan pratik politik uang
(Money Politic) dan ini terjadi dibeberapa daerah yaitu di Kecamatan Sanggar
Kabupaten Bima. Pada pelaksanaan pemilu, masyarakat diberikan kebebasan yang

bertanggung jawab untuk memilih calon legislatif dan presiden yang sesuai



harapannya tanpa paksaan, berkaca dengan pemilu sebelumnya masyarakat tidak
seluruhnya berpartisipasi aktif. Banyak ditemukan surat suara yang berisi lebih
dari satu pilihan calon. Hal ini tentu sangat di sayangkan karena masyarkat tidak
benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan baik. Nilai-nilai dan etika dalam
demokrasi akan dapat mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan maupun
kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, Tapi, masyarakat di Indonesia belum
sepenuhnya mengerti akan hal ini. Ini dapat dilihat dari banyaknya goalput
maupun penggandaan surat suara, isu hoax, sara, dan politik uang, Jika hal ini
terus berlanjut, kapan demokrasi di Indonesia benar-benar bisa terwujud.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang
sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan
fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih
warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak
sesuai aturan.

Dalam hal ini, Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai
tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran
pemilu yang dilakukan oleh siapapun seperti yang terjadi di Kecamatan Sanggar,
termaksud kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi
melakukan pelanggaran. Sisi lain, Sinergitas TNI-Polri dalam mengawasi jalannya
pemilu damai perlu diapresiasi, Melalui kebersamaan yang sudah terbangun,
sebuah wilayah akan tercipta rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakatnya
dapat menjalankan kegiatannya dengan penuh suka cita serta menciptakan pemilu

damai, Sinergitas dan soliditas itu idealnya harus senantiasa terjaga dalam rangka
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mengawal dan mempertahankan NKRI secara nasional serta khususnya menjaga
keamanan.

Hubungan sinergitas TNI — Polri sungguh membanggakan meski esensi
tugas kedua alat negara itu sangat berbeda karakter implementatifinya dalam
konteks hubungan dengan masyarakat. Seperti misalkan tugas TNI bergerak
dalam wilayah mengamankan konsistensi atau eksistensi negara agar tetap kokoh
berdiri dalam berbagai ancaman keamanan dan juga mengamankan negeri dari
berbagai hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman. Sedangkan Kepolisian
tugas keamanannya berbeda, yakni keamanan dalam rangka melindungi
masyarakat, menertibkan masyarakat supaya aman. Kita selalu berharap dengan
hadirnya sinergitas TNI-Polri dalam melaksanakan tugas, muaranya akan
menciptakan rasa nyaman pada masyarakat dalam keberlangsungan kegiatannya
khususnya menghadapi situasi politik. Mari kita singsingkan lengan untuk selalu
bergandeng tangan dalam menghadirkan keamanan dan ketertiban dalam
kehidupan bermasyarakat, agar nilai-nilai pancasila selalu tumbuh subur dalam
setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu kiranya dilakukan studi,
“Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden di
Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan

permasahannya yaitu:

1. Proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Eksekutif tahun 2019



2. Bagaimana proses pelaksanaan pemilu serta peran KPU dan Bawaslu pada
penyelenggaran pemilu tahun 2019

3. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima pada
penyelenggaraan pemilu Legislatif dan presiden.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui upaya masyarakat memberikan hak pilih pada Pemilihan
Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun 2019.

b. Untuk mengetahui kendala pemilih dalam memberikan jaminan dalam
memilih yang baik dan benar pada pemilihan Legislatif dan pemilihan
Presiden di tahun 2019.

c. Peran serta fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu serentak

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini baik
secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1.3.2.1 Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu politik
terutama pada bidang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam
kaitannya dengan upaya memberikan hak demokrasi yang baik.

2. Untuk menambah bahan referensi dan ahan masukan untuk penelitian

selanjutnya.



1.3.2.2 Secara Praktis
Dapatka memberikan masukan bagi masyarakat tentang memilih yang
baik dan benar dalam memberikan hak suara pada pemilihan Legislatif dan

pemilihan presiden di tahun 2019.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemilu
2.1.1 Pengertian Pemilu

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat
yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara
untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Dalam UU RI No. 12 tahun
2003 tentang pemilu anggota DPR, DPP dan DPRD pasal 1 berbunyi “Pemilihan
umum Yyang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dan UU No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk Presiden Dan Wakil Presiden
Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan syarat mutlak
bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan
banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya
pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara
perwakilan.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses
pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan
prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum
yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang
berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut

aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.



Banyak para ahli yang menjelaskan terntang pengertian pemilu, antara lain
dikemukakan Ibnu Tricahyo (2009:6) mendefinisikan secara universal pemilihan
umum adalah: “instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud
membentuk pemerintahan yang abash serta mengartikulasikan aspirasi dan
kepentingan rakyat”

Definisi ini menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang abash serta
sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingn rakyat. Negara Indonesia
mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan Negara. Kedaulatan
rakyat dijalankan oleh wakil rakyatnyang duduk dalam parlemen dan kepala
pemerintahan dengan sisitem perwakilan (respresentatig democracy) atau
demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil yang ditentukan
sendiri oleh rakyat melalui pemilu (general election) secara berkala agar
memperjuangkan aspirasi rakyat.

Soedarsono (2005:1). Mengemukakan lebih lanjut pengertian pemilu
yaitu: “bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemiliahan umum
syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan
mewakili rakyat, wakil daerah, president untuk memebentuk pemerintahan
demokratis”.

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat
minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah,
dan presiden untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Kedaulatan rakyat

dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga perwakilan.



Kedaulatan rakyat atas penyelenggara pemerintahan dijalankan oleh presiden dan
juga kepala daerah yang juga dipilih secara langsung lewat pemilihan umum.
Anggota Legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena dipilih secara
langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan
fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam
siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-
benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan
sendiri oleh rakyat, yaitu melaui pemilihan umum.

Menurut jimly Asshidiqgi (2006:169-171) penting penyelenggaran
pemilihan umum serta berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya
sebagai berikut :

Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah
Pertambahan penduduk yang dapat memberikan hak pilihnya

Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam eksekutif dan
Legislatif.

Hown =

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa beberapa sebab pentingnya
pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi
kehidupan rakyat berubah pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan.

Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurjan aspirasi masyarakat.
Kondisi kehidpan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme
yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap
penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk

menggunakan pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik



eksekutif maupun Legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya

pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat.

2.1.2 Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaan memiliki tiga

tujuan yakni :

1.

2.

Sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintah dan
alternative kebijakan umum (publik politici)

Pemilu sebagi pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat
kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang
terpilin atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi
masyarakat tetap terjamin

Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakan atau menggalang
dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah denagan jalan ikut
serta dalam proses politik.

Menurut Humingthon (2001:18) pemilu dalam pelaksanaan memiliki lima

tujuan yakni:

1%

Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi
demokrasi adalah kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karena rakyat
yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka harus
melaui pemilu.

Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan rakyat. Melalui
pemilu, rakyat dapat memilig wakil-wakilnya yang dipercaya dapat
mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.

Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara
konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang
berjalan atau untuk mewujudkan refirmasi kepemerintahan.

Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh
legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

Pemilu sebagai sarana artisipasi politik masyarakat untuk turut serta
menetapkan kebijakan publik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-

undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih

anggita DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara kesatuan



Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Dari penjelaan diatas dapat menunjukan bahwa tujuan dari pemilu adalah
untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah baik dieksekutif (pemerintah)
maupun Legislatif, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan
memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

2.1.3 Asas Pemilu

Penegasan tentang pemilu untuk dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (1), sebagai berikut :

1. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil dalam lima tahun sekali.

2. Pemilihan umu diselenggarakan untuk memili anggota dewan
perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil
presiden dan dewan perwakilan daerah.

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan
rakyat dan perwakilan daerah adalah partai politik

4. Pemilihan umum adalah perseorangan

5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang

Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat
dan natinya duduk di parlemen dan wakil rakyat tersebut akan memperjuangkan
aspirasi rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu syarat utama
dalam sebuah Negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia

diarahkan untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualiatas dan mampu

memperjuangkan aspirasi rakyat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan
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oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya
alinea keempat.

C.S.T Kansil dan Criestine S.T Kansil (2008:261) menjelaskan asas dalam
pemilihan umum sebagai berikut:

1. Langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memeberikan
suara secara langsung.

2. Umum pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi
persyaratan sesuai undang-undang ini berhak mengikuti pemilu.

3. Bebas setiap warga Negara yang memilih bebas menetukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun

4. Rahasia dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa
pilihanya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan
apapun.

5. Jujur dalam penyeenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu,
aparat pemerintah pemilu, pengwas pemilu, pemantau pemilu, serta
semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
denagn perturan perundang-undanagan.

6. Adil dalam penyelenggara pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu
mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak
manapun.

2.1.4 Sistem Pemilihan Umum

Di Indonesia telah berulang kali diselenggrakan pemilihan umum yang
disebut sebagai pesta Demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde
baru, dan era reformasi (Syaffie, 2005:136). Dalam ilmu politik dikenal
bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar kepada dua
prinsip pokok yaitu sistem distrik (single-member constituency) dan sistim
proporsional/perwakilan berimbang (multi-member constituency). (Budiarjo,
2008:461).

Sistim distrik (single-member constituency) diselenggarakan berdasarkan

lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi
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berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit
penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya.

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Budiarjo
(2006:466). Adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini lebih mendorong kearah integritas partai-partai politik

2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai dapat

dibendung.

3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang dipilih dapat dikenal oleh

komunitasnya.

4. Bagi partai besar sistem ini mengguntungkan karena melalui distortion

effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain.

5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayorritas

dalam parlemen.

6. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ketidapuasaan
terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem adalah jumlah kursi yang diperoleh
oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari
masyatrakat.

Pada sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh
oleh suatu partai aatau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk
menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan.
Mengutip pendapat Budiarjo (2006:467), bahwa kelebihan sistem ini adalah :

1. Sistem proporsional dianggap refresentatif, karena jumlah kursi dalam

parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat

2. Sistem proporsional dianggap lebih demokratif dalam arti lebih

egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi.

Sedangkan pada kelemahannya, penulis pun masih mengutip pendapat

Budiarjo (2006:469). Kelemahan dalam sistem proporsional ini antara lain:
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1. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau
bekerja satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang
ada.

2. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbuk konflik
dalam suatu partai anggota cenderung memisahkan diri dan
mendirikan partai baru.

3. Sistem proporsiona memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin

partai.
4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya denagn
konstituen.

5. Karena banyak partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk
meraih mayritas dalam parlemen.

Pada sistem pemilu proporsional yang diuatamakan dan dikampanyekan
adalah program atau ideologi partai-partai politik tersebut. Berbeda denagn sistem
distrik yang lebih menggutamakan kepopuleran seseorang. Sistem proporsional
ini di Indonesia digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu untuk memilih
anggota DPR dan Presiden.

2.2 Kajian Umum Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019
2.2.1 Komisis Pemilihan Umum (KPU)

Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa
“pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang
bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab
KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukan KPU sebagai lembaga yang
menjalankan tugas secara berkeseimbangan meskipun dibatasi oleh masa jabatan
tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan

melaksanakan pemilihan umum. Oleh karena itu salah satu prasyarat penting
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dalam penyelenggraan pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa
penyelenggaraan Lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilu di Negara
demokrasi adalah KPU. Sebab KPU memiliki kekuasaan penuh akan hal ini.
Bahkan KPU dapat melaksanakan pemilu sesuai yang diinginkan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan
bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara
pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Peran, wewenang dan kewajiban KPU secara umum diatur dalam Pasal
8,9,10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yaitu :

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu

2. Menetapkan dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu

3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua

tahapan pelaksanaan pemilu

Menetapkan peserta pemilu

Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan

perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

6. Menempatkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan
pemungutan suara

7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota.

Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu

9. Melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam
Undang-Undang.

o ks

o

Dalam menjewantahkan fungsi sebagaimana diatur mekanisme kerja KPU
dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Daerah dalam menjalankan fungsi dan

kewengangannya. Namun kewenangan disisni masih banyak yang bersift pasif
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dan menempatkan KPU sebagai lembaga administratif belaka. Padahal sebagai
salah satu pilar penyelenggara demokrasi seharusnya KPU dapat lebih bersifat
aktif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan cita-cita
pemilu itu sendiri.

Pasif dalam gagasan adalah kewenangan KPU secara eksplisit hanya
bersifat administrative dan terjebak pada peraturan tentang eksistensinya, namun
pada akhirnya masih membantu pintu kesempatan bagi para peserta pemilu dalam
melakukan pelanggaran dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan cita-cita dan asas
pemilu itu sendiri. Untuk membenahi kewenagan yang cenderung bersifat pasif
dan undang-undang, KPU sebenarnya dapat mengoptimalkan perannya denagn
membuat suatu Peraturan Pelaksana (PP) dengan terlebih dahulu berkonsultasi
dengan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, namun sayangnya peraturan-
peraturan yang dibuat oleh KPU, banyak banyak diantaranya masih menunjukan
kurangnya dominasi KPU dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.
Sebagaimana tongak pelaksana pesta demokrasi, KPU dapat menggunakan
kewenangannya dalam membuat regulasi (peraturan KPU) mengenai batas jumlah
dana seseorang calon untuk melakukan kampanye, dalam undang-undang
memang diatur bahwa keuangan calon audit oleh seorang akuntan publik namun
cara tersebut cenderung mudah disampingi dengan menggunakan pendanaan
diluar dari dana si calon. Hal ini dapat kita lihat pada penelitian yang dilakukan
ICW mengenai waktu pembuatamn aturan teknis terkait dana kampanye yang

sangat terlambat, selain mengalami keterlambatan dari sisi penyiapan, substansi
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pengaturan juga terkesan normatif. Beberapa tambahan yang dicakupkan didalam
aturan pendukung ini bahkan terkesan mengada-ada dan tidak bias diterapkan.
2.2.2 Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU)

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru
hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untk
mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga
dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu
menjadi jantung tubuh kenegraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa
bahwa kedaulatan rakyat hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu
untuk memilih anggota Legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat,
sehingga rakyat menuntut agar peran rakyat tidak hanya terbatas pada ruang
lingkup Legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai
dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu Presiden, sampai pemilihan kepala
daerah.

Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah Negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar
1945 dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan
pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat
terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang

mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas.
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Badan Pengawas Pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyeenggara pemilihan umum. Berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 sebagai wewenang dalam
pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun
selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap yang
dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 adalah
rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewengan Bawaslu.
Kewenangan utama dari pengawas pemilu menurut Undang-undang nomor 22
tahun 2007 adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan,
serta menangani kasusu-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana
pemilu serta kode etik. Oleh karena itu salah satu prasyarat pemting dalam
penyelenggaraan pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan
pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang Mandiri dari pemerintah (Ahmad Nadir,
2005: 156).

Di berbagai Negara di dunia dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis
tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan
Badan pengawas Pemilu untuk panitia pengawas pemilu untuk tingkat Provinsi
dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman
melaksanakan pemilu yang demokratis keberadaan lembaga Pengawas Pemilu

tidak dibutuhkan. Namun para perancang undang-undang pemilu sejak orde baru
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sampai sekarang menghendaki lembaga pengawas pemilu itu eksis karena posisi
maupun perannya diniai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu
sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam menegakan asas pemilu
yang luar biasa, jujur dan adil. Hal ini dalam dapat kita temukan dalam penjelasan
umum Undang-undang nomor 22 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “Dalam
penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk
menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan
asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan”.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 disebutkan bahwa fungsi
pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas wewenang dan kewajiban
pengawas pemilu berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan seluruh

penyelenggara pemilu.

b. Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan pengawasan pemilu diwilayah

Provinsi
c. Panwaslu Kabupaten/Kota Mengawasi penyelenggaraan pemilu
Wilayah Kabupaten/Kota

d. Panslu kecematan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu

diwilayah kecamatan

e. Pengawas pemilu lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan

pemilu ditingkat Desa/keluruhan.

f. Pengawas pemilu luar negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan

pemilu diluar negeri.

Adapun tugas dan wewenang pengawas pemilu dapatlah dijelaskan secara
umum sebagai berikut:

a. Mengawasi tahapan penyelenggara pemilu

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan

c. Menyampaiakan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/kota atau kepolisisan atau instansi lainnya untuk
ditindaklanjuti.
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d. Mengawasi tindak lanjut rekomendasi

e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu dan

melaksanakannya.

f. Tugas dan wewenang lainnya ditetapkan oleh undang-undang

(Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota).

g. Dalam melaksanakan tugas n Panwaslu Kabupaten/kota).

h. Melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (pengawas pemilu

lapangan)

i. Malaksanakan tugas lain dari bawaslu (pengawas pemilu luar negeri)

j. Dalam melaksanakan tugas Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu

Kabupaten/kota berwenang.

k. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan

sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran.

I.  Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan

laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana
pemilu.

Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
Pemilu harus pempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewengangan
kepada publik baik secara politik maupun secara hokum. Bertanggung secara
politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu
mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan
tindakan yang diambil. Tanggugjawab secara hokum berarti setiap pihak yang
diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik
wajib tunduk pada proses penegakan hokum berdasarkan asas Praduga tak
bersalah dan asas ue Process of law yang diarur dalam KUHP (Abad, 2003: 8-9).

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5)
menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional
mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai

penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan

Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang
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menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan
tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarkaan dan
melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan
kepada Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat
dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut
sebagai ‘demokrasi seolah-olah’, pemilu yang sedang berlangsung sekarang
sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu
yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam
menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni (Modul
Pengawasan, Bawaslu, 2009: 7-8):

a. Universalitas (Universality)

Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu
yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep,
sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-
kaedah demokrasi universal itu sendiri.

b. Kesetaraan (Equality)

Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara
masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang
akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan

kekuatan sumberdya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara
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partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya
memiliki kesejnjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi
pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political inequality.

. Kebebasan (Freedom)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan
sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian
hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian
terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus diancam dengan
sanksi pidana pemilu yang berat.

. Kerahasiaan (Secrecy)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui
oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu
prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

. Transparansi (Transparency)

Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan
prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu.
Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan
sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan publik dan peserta pemilu bahwa
mereka adalah lembaga independen yang kan menjadi pelaksana pemilu yang
adil dan tidak berpihak (imparsial). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus
mampu menempatkan diti pada posisi yang netral dan tidak memihak pada
salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan

kepada publik darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk
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membiayai aktifitas kampanye pemilu mereka. Bagaimana sistem rekrutmen
kandidat dan proses regenarasi politik yang ditempuh sehingga semua pihak
memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai kandidat wakil rakyat.

2.3 Partisipasi Pemilih Pemula

2.3.1 Pemilih Pemula

Pada undang-undang Pilpres 2008 dalam ketentuan umun disebutkan
bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17
(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (UU Pilpres 2008: 6).
Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah mereka yang telah
berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih
tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan
legislatif maupun pemilihan presiden (UU Pilpres 2008: 7).

Pemilih pemula sebagai target untuk dipengaruhi karena dianggap belum
memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada
sikap dan pilhan politik yang belum jelas. Pemilih pemula yang baru mamasuki
usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan
kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak
sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula
sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik
kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis,
terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih
pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka

pendek. Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi
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untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan
pembentukan organisasi underbow partai. Di Negara-negara maju dalam usia
pemilih pemula disebut sebagai masa yang sudah matang secara psikologis dan
pada kenyataannya di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih
sangat banyak remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya
mencapai kematangan secara psikologis. Sehingga emosinya masih kurang stabil
dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya (Ahmadi, 2004: 124).
Karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan penyadaran terhadap
para pemilih pemula untuk berpartisipsi dalam Pemilu Pilpres 2009 nanti. Alasan
di balik niat mencoblos para pemilih mula adalah pemikiran bahwa apa pun hasil
pemilu akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak
langsung, sehingga lebih baik ikut memberikan suara.

Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab 1V pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal
20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga
Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara
Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah
kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih
karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

M. Rusli Karim (1991:32) mengemukakan bahwa kaum muda adalah
kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan salah satu
kelompok yang sulit didekati partai politik ataupun kontestan Pemilu. Pada
umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih

pemula cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut
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Suhartono (2009:6), pemilin pemula khususnya remaja mempunyai nilai
kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan
mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan
dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu
paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja
perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru
pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini
selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan
pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, sebagai
jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat
yang maju dalam pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan
ini akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya ketiadaan dukungan dari
kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilihan yang
ingin dicapai.

2.3.2 Orientasi Politik

Budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak
terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap
atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.

Kata “orientasi” bermakna luas meliputi melihat, mengenal, pandangan,

pendapat, sikap, penilaian, pengetahuan, keyakinan dan lain-lain. Almond dan
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Verba dengan lebih komprehensif mengklasifikasikan orientasi warga negara
meliputi tiga komponen yaitu: kognitif, afektif, evaluatif.
Orientasi/kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi 3, yaitu:

4 Orientasi Kognitif — Pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem
politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara.

5 Orientasi Afektif — Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran
para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif,
legislatif, dan yudikatif).

6 Orientasi Evaluatif — Keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek
politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan
perasaan, misalnya tampak saat pemilu. (Budiarjo, 2008: 38)

Almond dan Verba melihat dalam pandangan tentang orientasi/objek
politik, yaitu:

1. Orientasi Kognitif, yang mempunyai pengetahuan.

2. Orientasi Afektif, yang mempunyai rasa empati, simpati atau perasaan.

3. Orientasi Evaluatif, yang mempunyai rasa empati, Ssimpati dan saran/
pemikiran.

Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap hal-hal
berikut:

1. Sistem politik secara keseluruhan, meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan
perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi,
persoalan kekuasaan dan karakteristik konstitusional negara atau sistem

politiknya.
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2.

Proses input, meliputi intensitaspengetahuan dan perbuatan tentang proses
penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat,
termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau mengonversi tuntutan-tuntutan
tersebut sehingga menjadi kebijakan yang sifatnya otoritatif.

Proses output, meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses
aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan
dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif.

Diri sendiri, meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan
seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik dengan
mempersoalkan apa yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya. (Ahmad

Nadir, 2005: 95)

2.4 Sistem Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Dan Presiden

2.4.1 Sistem penyelenggaraan

Sistem penyelenggaraan pemilu adalah metode yang mengatur warga

Negara yang memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri, serta

berhubungan dengan metode dan aturan merubah (mentransformasi) suara ke

kursi lembaga perwakilan, memilih maupun yang hendak dipilih merupakan

bagian dari satu entetitas bersama.

Terdapat komponen-komponen atau bagian-bagian yang merupakan

sistem tersendiri dalam melaksanakan pemilihan umum, antara lain:

1.

2.

3.

Sistem pemilihan.
Sistem pembagian daerah pemilihan.

Sistem hak pilih.
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4. Sistem pencalonan.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan
umum,dengan berbagai variasinya. Akan tetapi, umumnya berkisar pada dua
prinsip pokok, yaitu:

1. Sistem Pemilihan Mekanis
Dalam sistem ini, rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-
individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih
dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan umum
untuk satu lembaga perwakilan.

2. Sistem pemilihan Organis

Dalam sistem organis, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu
yang hidup bersama- sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Jadi
persekuuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.

Dalam sistem politik dikenal bermacam-macam sistem Pemilihan Umum
dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip
pokok, yaitu:

a. Sistem Distrk

Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan
didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya
disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil
dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam
sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat
ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh

suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara-suara yang ditujukan
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kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi,
bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.
1) Keuntungan Sistem Distrik

Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik
karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-
perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang- kurangnya
menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stembus accord.

Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat
dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan
partai secara alami dan tanpa paksaan.

Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh
komunitasnya, sehingga hubungan denga konstituen lebih erat. Dengan
demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan
kepentingan distriknya. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena
melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain,
sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, sedikit
banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen. Lebih mudah bagi
suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen,
sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. hal ini mendukung

stabilitas nasional.
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2) Kelemahan Sistem Distrik

Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan
golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam
berbagai distrik.

Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang
calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah
mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak
diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai
mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah
yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan
yang dirugikan.

Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural
karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga
menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara
ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.

b. Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem proporsional
Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih
calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut
calon-calon dari masing- masing parpol atau organisasi social politik
(orsospol). Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambang suatu
orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-
masing orsospol, ditentukan melalui pejumlahan suara secara nasional atau

penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi jatah
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kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang

bersagkutan.

Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah

suara yang diraih masing-masing parpol atau orsospol peserta pemilihan

umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat duitenukan berdasarkan

nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing

daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara proporsional, bukan

menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik hanya aka nada satu calon

yang terpilih).

1)

2)

Keuntungan sistem proporsional

Dianggap lebih representative karena persentase perolehan suara
setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen.
Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi.

Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan
golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di
parlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik
pada sistem ini.

Kelemahan

Kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain,
malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara
mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi
diantara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini

mempermudah fragmenrasi dan berdirinya partai baru yang pluralis.
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Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi
lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan
partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat.
Akibatnya, sistem ini member kedudukan kuat kepada pimpinan partai
untuk menentukan wakilnya di parlemen melaluin Stelsel daftar (List
Sistem).
Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk
mencapai mayoritas di parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer,
hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus
mendasarkan diri pada koalisi.
2.4.2 Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Eksekutif

Pemilihan umum 2019 merupakan pemilu perdana yang menyerentakkan
antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.
Penyelenggaraan pemilu serentak merupakan titah dari putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI1/2013 hasil dari judicial review dari Undang
undang No. Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden. Dalam pandangan MK, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan
dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem
pemerintahan presidensial.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden
dianggap tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki
oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif

Dan Pemilihan Presiden tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD
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1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD
1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Undang-undang No. 7
tahun 2017 pemilu serentak siap digelar pada tahun 2019 ini. Jika pelaksanaan ini
berhasil, maka Indonesia bisa menjadi kiblat dunia dalam proses demokrasi.
Namun sebaliknya, Indonesia akan menjadi gunjingan dunia jika gagal
melaksanakannya.

Pada ranah praksis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana
amanat undang-undang sebagai penyelenggara, dihadapan pada tantangan yang
sangat berat.

Diluar itu KPU juga dituntut untuk mensukseskan gelaran Pilkada serentak
yang waktunya menyertai jalannya tahapan Pilpres dan Pileg. Selain pada
persoalan regulasi, KPU juga harus cermat dalam proses pengadaan sarana dan
prasarana pemilihan yang tepat waktu, Banyaknya daerah pemilihan (Dapil) tak
jarang terjadi kesalahan dalam distribusi surat suara, saling tertukar antar dapil.
Jika hal ini terjadi maka akan mengacaukan penyelenggaraan pemilihan ditingkat
bawah yakni KPPS.

2.5 Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu
2.5.1 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam sebuah
negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari
negara demokratis. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta
pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat

luas.D alam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di
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satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua
pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPU
harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan
dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten
melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini
diatur sedemikian rupa pada pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2011.

KPU memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksaan pemilu. Disisi lain,
KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam
kaitan ini, KPU harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan
independen (non partisan). Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran
masyarakat Indonesia pada umumnya untuk melakukan pembahasan tentang
peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia.

Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu terdiri atas tiga kategori yaitu:
Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil dari Pelaksanaan Pemilu adalah
terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang demokratis, kuat dan
memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.
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2.5.2 Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu yang merupakan suatu lembaga yang bertugas

untuk meninjau atau mengawasi jalannya pemilu di Indonesia dari sabang sampai

merauke agar terselenggranya pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil

atau yang biasanya di singkat dengan (LUBERJURDIL).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dijelaskan peran serta

tugas Badan Pengawas Pemilu yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

a)

Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan

penyelenggaraan pemilu.

b) Badan Pengawas Pemilu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggraan pemilu
di wilayah provinsi.

c) Badan Pengawas Pemilu  Kabupaten/kota  mengawasi  tahapan
penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota

d) Badan Pengawas Pemilu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan
pemilu di wilayah Kecamatan.

e) Badan Pengawasa Pemilu lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan
pemilu ditingkat desa/kelurahan

f) Badan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan
Pemilu di Luar Negeri.

Peran serta wewenang Pengawas Pemilu secara umum yaitu sebagai

berikut:

a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu

b) Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu
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¢) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU baik KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota atau Instansi lainnya untuk ditindaklanjuti
d) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi.

Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas saja melainkan dapat
menerima laporan dugaaan yang melanggar aturan perundang-undangan pemilu.
Karena, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwasannya:
"Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan
untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan
berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Peran TNI-Polri

Bentuk Sinergitas kerjasama antara TNI dan Polri dalam melakukan
pengamanan dengan menerjunkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta kegiatan
untuk berpatroli bersama. Sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk rapatkan antara
Babinsa dan Bhabinkamtibmas, selalu koordinasi menjaga situasi dan kondisi
Pemilu 2019 demi melahirkan pemilu damai, dan berintegritas sesuai dengan
amanah undang-Undang Dasar 1945.

Tidak hanya itu intensitas dan Menjaga serta melakukan pendekatan
kepada masyarakat hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi gesekan-
gesekan yang terjadi di masyarakat saat Pilpres dan Pileg serentak 2019. Selain
itu, juga berfungsi sebagai pencari sumber informasi dari masyarakat terkait isu-
isu sosial serpti yang terjadi di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima khususnya.
Posko Pemilu ini merupakan tempat dan Sarana Informasi bagi warga masyarakat.

Di dalamnya sudah terdapat data-data yang sudah akurat tentang kegiatan Pemilu
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baik dari tahap awal sampai dengan tahap ahir dalam Pelaksanaan Pemilu 2019,
terutama masalah DPT serta jumlah TPS yang ada, Posko merupakan sarana
Informasi bagi warga masyarakat di mana di dalamnya merupakan data-data
akurat tentang kegiatan Pemilu.

2.5.4 Peran KPPS

Penyelenggaraan pemilu 2019 ada berbagai macam instrument penting
dalam pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Pemilu serentak focus pada
pemilhan Legislatif dan presiden, instrument lain yang memiliki atensi adalah
badan pengawas pemilu dan komisi pemilhan umum dengan segala macam
keputusan. Dalam pemilu sekaligus yang terlupakan adalah kelompok
penyelenggara pemungutan suara (KPPS), karena tanpa KPPS mustahil pemilu
akan dapat digelar.

KPPS salah satu panitia yang bertugas menjalankan pemungutan suara
disetiapTPS. Anggota KPPS berasal dari berbagai masyarakat local, biasanya
terdiri dari tokoh masyarakat setempat, perwakilan pemuda,Linmas dan unsur
masyarakat lainnya. Karena bertugas menjalankan pemungutan suara di TPS,
anggotakKPPS mungkin hanya terlihat pada hari pemungutan suara, namun
sesungguhnya fungsi mereka sangatlah fital melebihi kemunculan mereka selama
pemilu. Dalam bekerja anggota KPPS juga ditentu memahami peraturan pemilu
dan teknis pemungutan suara sekaligus menjadi pelayan demokrasi.

Penghitungan suara adalah pekerjaan yang sangat menguras waktu dan
tenaga, ketelitian dan ketegasan diperlukan untuk menjalankan tugas ini serta

menjaga konsentrasi untuk meneliti surat suara yang sah dan tidak sah. Ketegasan
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mereka diuji karena tak jarang muncul ditahap perhitungan surat suara yang

dihadiri oleh para saksi partai politik (parpol) atau tim sukses masing-masing.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Sanggar
3.1.1 Keadaan Geografis

Penelitian ini berlangsung di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang
memiliki kepadatan penduduk mecapai 9.280 secara administrasi Desa kore, Desa
Sandue, Desa Taloko, Desa Boro, Desa Piong, dan Desa Oi Saro yang merupakan
akumulasi letak wilayah Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sanggar yaitu sebelah:

a. Utara : Kecamatan Kilo

b. Barat : Kecamatan Tambora

c. Timur : Kecamatan Manggelewa
d. Selatan : Kecamatan Kempo

3.1.2 Jumlah Penduduk

Faktor yang paling utama dalam sebuah negara baik provinsi,
kabupaten/kota sampai pada ruang lingkup desa adalah faktor penduduk. Adapun
jumlah penduduk Kecamatan Sanggar kabupaten Bima tahun 2018 sampai awal
tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki 647 orang
Jumlah perempuan 661 orang
Jumlah total 1.308 orang
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3.2 Metode Yang Digunakan

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu
penelitian, yang digunakan sebagai dasar mengenai aktivitas peneliti selama
melakukan penelitian yang yang dimulai dari persiapan sampai dengan
pelaksanaan penelitian (Ari kunto, 2008:47).

Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian
kualitatif dalam pelaksanaan penelitiannya menekankan pada proses dan tidak
menekankan hasil penelitian kuantitaf. Sedangkan penelitian empiris yaitu
penelitian yang menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh
peneliti sendiri dan orang lain dan dapat digunakan dan diberlakukan ditempat
lain dan waktu yang berbeda.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, dimana segala
aktivitas dan tindakan penelitian dilakukan, dengan tetap lokasi, maka diharapkan
ada dapat lebih memudahkan untuk mengetahui dimana tempat suatub penelitian
akan dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian
menetapkan untuk memilih suatu lokasi penelitian yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah di Komisi pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat.

3.4 Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden salah seorang yang di minta untuk
memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat sesuai hasil penelitian.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto (2008:145) subjek penelitian adalah

subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, maka subjek penelitian merupakan
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sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan,
penentu peneliti atau sampel dalam peneliti kualitatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka maka penetuan subjek penelitian
dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang secara jelas dan
mendalam. Penetuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara purposive sampling. Menurut Djam’an satori (2008:7)
merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan
pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Djam’an Satori (2008:7)
menambahkan bahwa purposive sampling sering disebut juga sebagai judgement
sampling, diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan
tertentu.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain, Komisi
Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam
mengumpulkan data-data yang diperlukan, oleh sebab itu tujuannya adalah agar
data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode
dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Metode Observasi

Observasi merupakan penggumpulan data yang menggunakan pengamatan
terhadap objek penelitian selanjutnya. Metode observasi dalam penelitian ini
digunan untuk mengamati kerja Komisi pemilihan Umum dalam penyelenggaraan

Pemilu serentak tahun 2019.
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Observasi dalam penelitian ini dimulai dengan mengamati kinerja dsan
tanggung jawab komisi pemilihan umum dalam penyelenggaran pemilu serentak
tahun 2019. Kemudian observasi dilanjutkan pada sistim penyelenggaran pemilu
di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

Dari hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang
telah diamati dan dilakukan sesuai dengan fakta sesuai perbandingan antara hasil
wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau
tidak.

3.5.2 Metode Wawancara

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu
danatanya wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur
adalah wawancara yang diwawancarai menetapkan sendiri masalah dan
pertanyaan-pertanyaan yang diajuakan sebagai format wawancara yang digunakan
bisa bermacam-macam dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol
wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun
sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian.

Poko-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat
terstruktur, keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang megadakan
pendalaman pertanyaan yang diwanwancara secara mendalam.

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan
yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi
yang bukan baku atau iformasi tunggal, wawancara ini sangat berbeda dari

wawancara terstruktur, pertanyaan biasannya tidak disusun terlebih dahulu, malah
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disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari responden (Moleong, 2010:190-
191).

Apabila dilihat dari pengertuian wawancara terstruktur dan tidak
terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara terstruktur dan tidak terstruktur karena disini pewawancara disamping
menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu
sebelum diajukan dan juga menggali pertanyaan yang sudah dinyatakan secara
mendalam dan langsung. Pertanyaan yang disusun atas dasar atas rancangan
penelitian, artinya data yang diuangkap adalah mengenai kerja sama Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilih Umum Kabupaten/Kota pada
penyelenggaran pemilu sentak tahun 2019, maka hasil pertanyaan-pertanyaan
diatas yang diajukan pada wawancara yang ada didalam format maupun yang
tidak dalam format wawancara.

3.5.4 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah dokumentasi yang digunakan mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cacatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2008:231).
Dokumentasi digunakan untuk menunjang data-data hasil wawancara maupun
observasi, alasan penggunaan dokumentasi kerja sama KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu tahun 2019, dalam

hal ini dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.
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Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yang berhubungan
dengan penyelenggaran pada kontestasi pemilu serentak oleh KPU Provinsi, dan
Kabupaten Kota:

1. Data mengenai C1 sesuai hasil pemilihan di lapangan pada pemilu serentak
2019

2. Keadaan penelitian seperti, hasil pemungutan suara dan hasil pemilu

3. Struktur lembaga Panwascam dan PPK Kabupaten/Kota dan daftar nama
anggota KPU.

3.6 Jenis dan Sumber Data

3.6.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2010:14) jenis data dapat dibagi menjadi dua yaitu
sebagai berikut :

1. Data kualitatif yaitu sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah
penelitian dengan memanfatkan objek yang diselidikai kemudian
disimpulkan denagn kalimat sebagai prosedur atau cara memecahkan
masalah penelitian denagan memanfaatkan keadaaan objek yang
diselidiki sebaiknya adanya faktor-faktor yang actual saat sekarang
yang sesuai dengan hasil penelitian.

2. Data kuantitatif yaitu pemecahan masalah dengan menjabarkan dengan
menggunakan angka statistik.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif yang merupakan data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar atau
yang tidak dapat diukur nilainya secara langsung yang dinyatakan dalam bentuk
tanggapan atau pertanyaan tentang “Implementasi Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Jaminan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Legislatif dan

Pemilihan Presiden Tahun 2019”.
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3.6.2 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah dimana data diperoleh (Arikunto,
2008:107). Sumber data data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian
dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui
secara langsung masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan pemilih, maka untuk memperoleh
sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk
membantu menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dari KPU
terkait. Untuk memperolen sumber data sekunder peneliti
menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan
mencari dan menggumpulkan data melalui informasi atau respon.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan tahap
berikutnya adalah tahap analisis. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan
sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat
dipakai untuk menjawab persoalaan-persoalan yang diajuakan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono, (2008:334), menggemukakan bahwa aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai selesai, data lebih menekankan pada aspek pemahaman yang
mendalam pada suatu masalah dilihat pada permasalahan penelitian

Metode analisis data yang digunakan dengan tahapan sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, dan perhatian pada

penyerdehanaan, abstrak dan transformasi data yang kasar serta catatan tulisan

selama penelitian dilapangan. Reduksi data peneliti dapat dijadiakn ringkasan

untuk melengkapi hasil penelitian kotak, mengembangkan kategori, pengkodean
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dan membuat catatan reflex yang bermaksud untuk memperdalam, penggolangan,
mengarahkan yang tidak berlaku. Kemudian menggorganisasikan sedemikian rupa
sehingga kesimpulan yang tepat, ini dilakukan secara terus menerus selama
penelitian terjadi.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah merupakan kumpulan iformasi tersusun secara
tersistematis yang memberikan kemungkinan adanya penari kesimpulan dan
penarikan tindakan.

Data teks naratif penelitian dijadiakan dalam bentuk metric, diagram,
jaringan, dan tabel yang dirancang untuk peneliti dalam menggabungkan
informasi dan diinformasikan dalam bentuk sederhana dan bentuk terpadu,
sehingga dapat melihat apa yang sedang terjadi di lapangan sesuai hasil penelitian.
3.7.3 Menarik Kesimpulan

Kesimpulan verifikasi adalah upaya pembentukan melalui penggumpulan
data berlangsung. Penlis kesimpulan sejak awal pengumpulan data. Kesimpulan
kurang jelas dianalisis agar bisa diuji secara rinci dan menyusun laporan sampai
selsai. Kesimpulan sebagai final peneliti trus mengadakan pengujian (verifikasi)
selama peneliti dengan berbagai cara dan prosedur yang sesuai dengan fakta
dilapangan, maka verifikasi memiliki prinsip bahwa semua proposi memiliki
makna yang bisa diuji dan bisa memverivikasi dengan pengamatan yang bersifat

logis yang banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan.
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